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Online Gender-Based Violence (OGBV) is an escalating 

phenomenon in Indonesia, driven by the advancement of digital 

technology, which enables perpetrators to commit various forms of 

gender-based violence through online platforms. Data from the 

National Commission on Violence Against Women (Komnas 

Perempuan) indicate a sharp rise in OGBV cases, from 1,200 cases 

in 2018 to 8,500 cases in 2023, suggesting that existing regulations 

remain insufficient in providing adequate protection for victims. This 

study aims to analyze the challenges in the criminalization of OGBV 

in Indonesia and to evaluate the effectiveness of existing regulations, 

particularly the Electronic Information and Transactions Law (UU 

ITE) and the Indonesian Penal Code (KUHP). A juridical approach 

with qualitative analysis is employed, incorporating an examination 

of current regulations, case studies of court rulings, and interviews 

with victims and law enforcement officials. The findings reveal that 

sanctions imposed on perpetrators remain relatively lenient, with 

only 18% of reported cases being processed by law enforcement, and 

less than 6% resulting in convictions. Furthermore, existing 

regulations do not comprehensively address the various forms of 

OGBV, making it challenging for victims to seek justice. This study 

underscores the necessity for a more specific and gender-sensitive 

revision of criminal law to enhance victim protection. The findings 

are expected to serve as a foundation for policymakers in 

formulating more effective regulations to combat OGBV in 

Indonesia. 
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I. INTRODUCTION 

KBGO telah menjadi fenomena global yang semakin meningkat dengan pesat. Seiring dengan 

digitalisasi yang meluas, perempuan dan kelompok rentan semakin menjadi sasaran kekerasan berbasis 

teknologi, seperti pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa izin, dan ancaman digital. 

Berdasarkan data dari World Wide Web Foundation, sekitar 52% perempuan di seluruh dunia 

mengalami berbagai bentuk kekerasan daring, yang berdampak pada kesejahteraan psikologis dan fisik 

mereka. Di Indonesia, laporan dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus KBGO meningkat 

drastis dari 1.200 kasus pada tahun 2018 menjadi 8.500 kasus pada tahun 2023. Lonjakan ini 

menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan bagi 

korban. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Inggris dan Jerman telah menerapkan regulasi 
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khusus yang lebih ketat dalam menangani kasus KBGO, seperti Online Safety Act di Inggris dan 

NetzDG di Jerman. Kedua regulasi ini memiliki mekanisme perlindungan korban yang lebih sistematis 

serta sanksi berat bagi pelaku. Dengan meningkatnya kasus KBGO di Indonesia, perlu dilakukan kajian 

mendalam mengenai tantangan dan solusi dalam kriminalisasi KBGO dalam hukum pidana Indonesia. 

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah lemahnya regulasi dan penegakan hukum terhadap 

KBGO di Indonesia, yang menyebabkan meningkatnya jumlah kasus tanpa adanya perlindungan yang 

memadai bagi korban. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan (2023), kasus KBGO di Indonesia 

meningkat dari 1.200 kasus pada tahun 2018 menjadi 8.500 kasus pada tahun 2023, dengan berbagai 

bentuk kekerasan seperti pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa izin, ancaman digital, dan 

cyberstalking. Meskipun UU ITE dan KUHP telah digunakan untuk menangani kasus KBGO, beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa regulasi ini masih memiliki banyak celah hukum. Studi oleh (Bintari et 

al., 2024) menemukan bahwa UU ITE tidak secara spesifik mengatur KBGO, sehingga sering kali pasal-

pasal dalam undang-undang ini digunakan untuk mengkriminalisasi korban alih-alih melindungi 

mereka. Sementara itu, penelitian oleh (Coe, 2022) menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada 

pelaku KBGO di Indonesia masih cenderung ringan dibandingkan dengan negara lain seperti Inggris 

dan Jerman, yang memiliki regulasi khusus seperti Online Safety Act dan NetzDG. Studi oleh (Silalahi 

& Panjaitan, 2023) juga menyoroti minimnya mekanisme perlindungan bagi korban KBGO di 

Indonesia, yang menyebabkan banyak korban enggan melaporkan kasus mereka karena takut mendapat 

stigma sosial atau tidak mendapatkan keadilan hukum. Selain itu, (Rohmawati et al., 2024) 

menunjukkan bahwa platform digital di Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas dalam 

menanggulangi KBGO, sehingga konten berbasis kekerasan gender masih dengan mudah tersebar tanpa 

konsekuensi hukum yang tegas. Dengan meningkatnya kasus dan lemahnya regulasi, penelitian ini 

menyoroti perlunya reformasi kebijakan hukum pidana dalam menangani KBGO secara lebih spesifik 

dan berbasis gender. 

Sejumlah penelitian telah membahas KBGO, termasuk dampaknya terhadap korban serta tantangan 

dalam sistem hukum yang mengaturnya. (Akter & Deeba, 2021) mengkaji dampak psikologis yang 

dialami korban KBGO, seperti kecemasan dan depresi berkepanjangan. (Sorochinski & Borukhov, 

2024) menyoroti bagaimana regulasi yang ada masih belum cukup efektif dalam melindungi korban dari 

bentuk kekerasan berbasis teknologi yang terus berkembang. (Philbrick et al., 2022) membandingkan 

efektivitas regulasi KBGO di berbagai negara dan menemukan bahwa negara dengan regulasi khusus 

cenderung lebih berhasil dalam menekan angka kekerasan digital terhadap perempuan. (Wieberneit et 

al., 2024) mengidentifikasi berbagai hambatan dalam pelaporan kasus KBGO, termasuk minimnya 

kepercayaan korban terhadap sistem peradilan. Sementara itu, (Vahedi et al., 2024) meneliti peran 

platform digital dalam mengatasi penyebaran konten berbasis kekerasan gender dan menemukan bahwa 

kebijakan yang diterapkan masih belum optimal. 
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Kajian mengenai aspek hukum KBGO juga telah dilakukan oleh berbagai peneliti. (Polyzoidou, 2024) 

menelaah kebijakan hukum pidana terkait KBGO di beberapa negara dan menemukan adanya disparitas 

dalam penerapan sanksi. (Rasiwan et al., 2024) mengkaji implementasi UU ITE dalam menjerat pelaku 

KBGO dan menemukan bahwa regulasi tersebut masih memiliki celah hukum yang memungkinkan 

pelaku mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau bahkan lolos dari jerat hukum. (Nengyanti et al., 

2024) membandingkan regulasi KBGO di Indonesia dengan kebijakan di Jerman dan Inggris, 

menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih lemah dalam memberikan perlindungan bagi 

korban. (Hester et al., 2023) meneliti efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku KBGO dan 

menemukan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam proses penanganan kasus, terutama bagi korban 

perempuan. Selain itu, (Zviyita & Mare, 2024) menunjukkan bahwa banyak korban KBGO enggan 

melaporkan kasus mereka karena kurangnya perlindungan hukum yang jelas dan ketakutan terhadap 

stigma sosial. 

Penelitian lain juga menyoroti peran teknologi dan media sosial dalam meningkatkan atau mengurangi 

insiden KBGO. (Ananta et al., 2024) meneliti bagaimana algoritma media sosial berkontribusi dalam 

menyebarkan konten berbasis kekerasan gender, yang sering kali memperburuk situasi korban. (Putri et 

al., 2025) mengidentifikasi bahwa kebijakan moderasi konten yang diterapkan oleh platform digital 

masih belum efektif dalam mencegah penyebaran materi yang merugikan korban KBGO. (Medvi & 

Syahminan, 2024) membahas penggunaan kecerdasan buatan dalam mendeteksi dan menghapus konten 

yang melanggar kebijakan terkait kekerasan berbasis gender. (Huang et al., 2022) meneliti efektivitas 

kampanye kesadaran publik dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya KBGO 

serta urgensi regulasi yang lebih ketat. Sementara itu, (Sharma et al., 2022) mengamati bahwa meskipun 

beberapa inisiatif perlindungan digital telah diterapkan, masih sedikit penelitian yang mengevaluasi 

efektivitas kebijakan tersebut dalam menekan angka kekerasan berbasis gender secara signifikan. 

Meskipun penelitian sebelumnya telah banyak membahas berbagai aspek KBGO, masih terdapat 

beberapa kesenjangan penelitian yang perlu diperhatikan. (Hegarty et al., 2022) telah mengkaji dampak 

psikologis yang dialami oleh korban, tetapi belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas 

bagaimana trauma ini mempengaruhi kehidupan jangka panjang korban dan bagaimana sistem hukum 

dapat memberikan dukungan yang lebih baik. (Bansal et al., 2023) telah membandingkan regulasi 

KBGO di beberapa negara, tetapi penelitian mereka masih terbatas pada analisis kebijakan tanpa 

membahas efektivitas implementasi secara empiris. (Anggraini, 2024) menyoroti kelemahan dalam UU 

ITE dalam menangani KBGO, tetapi belum ada studi yang secara khusus mengkaji bagaimana kebijakan 

ini dapat diperbaiki melalui reformasi hukum yang lebih komprehensif. (Faith, 2022) telah membahas 

tentang disparitas dalam penerapan hukum KBGO, namun masih kurangnya kajian yang berfokus pada 

pengalaman korban dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, (Molnar, 2022) menyoroti peran media 

sosial dalam penyebaran KBGO, tetapi belum ada penelitian yang membahas bagaimana algoritma 

dapat dimodifikasi untuk mencegah kekerasan digital berbasis gender. 
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Kurangnya penelitian yang berfokus pada situasi khusus juga menjadi kesenjangan yang signifikan. 

Studi oleh (Sheikh & Rogers, 2024) telah membahas tentang peran platform digital dalam mengatasi 

KBGO, tetapi masih sedikit penelitian yang menyoroti bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan oleh 

korban untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. (Ostadtaghizadeh et al., 2023) dan 

(Vahedi et al., 2023) meneliti efektivitas kebijakan perlindungan digital, tetapi belum ada penelitian 

yang menyoroti bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada kelompok rentan seperti perempuan di 

daerah pedesaan atau kelompok minoritas. (Agustina & Purwanto, 2024) telah membahas perbandingan 

regulasi internasional, tetapi belum banyak penelitian yang membahas bagaimana aspek budaya dan 

sosial di Indonesia mempengaruhi implementasi hukum KBGO. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus 

pada analisis tantangan kriminalisasi KBGO dalam hukum pidana Indonesia serta membandingkan 

regulasi yang ada dengan negara lain untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif 

dalam melindungi korban. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami tantangan hukum pidana 

dalam mengkriminalisasi KBGO di Indonesia serta merumuskan solusi yang lebih efektif dalam 

melindungi korban. Berdasarkan temuan awal, regulasi yang ada masih belum cukup spesifik dalam 

menangani berbagai bentuk KBGO, sehingga diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif. 

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama mengenai sejauh mana regulasi yang ada mampu 

melindungi korban dan bagaimana perbandingannya dengan kebijakan di negara lain yang telah lebih 

maju dalam menangani kejahatan berbasis digital. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 

bahwa regulasi KBGO di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam aspek definisi hukum, mekanisme 

penegakan, serta perlindungan terhadap korban, yang berkontribusi pada tingginya angka kasus dan 

rendahnya tingkat pelaporan. Melalui analisis yuridis dan studi kasus terhadap putusan pengadilan, 

penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah hukum dan menawarkan rekomendasi kebijakan 

yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban KBGO. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi 

landasan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih efektif, berbasis gender, dan 

mampu memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban KBGO di Indonesia. 

II. METHODOLOGY 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dengan analisis kualitatif untuk mengevaluasi tantangan 

hukum dalam kriminalisasi KBGO di Indonesia. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis 

regulasi yang berkaitan dengan KBGO, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan internasional seperti Online 

Safety Act (Inggris) dan NetzDG (Jerman). Analisis terhadap regulasi ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi kesenjangan hukum yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap 

pelaku KBGO. Selain itu, penelitian ini menggunakan studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait 

KBGO di Indonesia serta wawancara dengan korban, aktivis perempuan, dan praktisi hukum guna 
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mendapatkan perspektif empiris terkait tantangan hukum dalam menangani KBGO. Studi kasus ini 

memberikan gambaran mengenai bagaimana peraturan yang ada diterapkan dalam praktik dan sejauh 

mana perlindungan hukum bagi korban dapat terjamin. Dengan menggali perspektif dari berbagai pihak 

yang terlibat, penelitian ini berupaya mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau 

kendala dalam proses hukum KBGO di Indonesia. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini mencakup regulasi hukum pidana terkait KBGO, putusan pengadilan, serta 

pihak-pihak yang terlibat dalam advokasi dan penanganan kasus KBGO. Sampel dipilih menggunakan 

metode purposive sampling berdasarkan relevansi dan keterkaitannya dengan fokus penelitian. Regulasi 

yang dianalisis mencakup UU ITE, KUHP, serta peraturan terkait cybercrime di berbagai negara yang 

dapat menjadi bahan perbandingan. Selain itu, penelitian ini menelaah putusan pengadilan terkait kasus 

KBGO dalam rentang waktu 2018–2023 guna memahami pola penerapan hukum terhadap pelaku serta 

perlindungan yang diberikan kepada korban. Wawancara dilakukan dengan korban KBGO untuk 

mengeksplorasi pengalaman mereka, khususnya terkait dampak psikologis serta hambatan hukum yang 

mereka hadapi dalam mencari keadilan. Aparat hukum dan aktivis perempuan yang memiliki 

keterlibatan langsung dalam advokasi dan penanganan kasus KBGO juga diwawancarai untuk 

memperoleh perspektif yang lebih mendalam mengenai tantangan dalam proses penegakan hukum. 

Rincian mengenai sumber data dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1, yang menyajikan kategori 

data serta metode pengumpulannya secara sistematis. 

Tabel 1. Sumber Data dalam Penelitian  

Kategori Sumber Data 

Regulasi UU ITE, KUHP, Online Safety Act (Inggris), NetzDG (Jerman) 

Studi Kasus Putusan pengadilan terkait KBGO (2018–2023) 

Wawancara Korban Dampak psikologis dan tantangan hukum 

Wawancara Aparat Hukum Pandangan praktisi tentang efektivitas hukum 

 

C. Prosedur Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder guna memperoleh pemahaman yang 

lebih mendalam tentang tantangan hukum dalam kriminalisasi KBGO. Data primer diperoleh melalui 

wawancara mendalam dengan korban KBGO, aktivis perempuan, dan aparat hukum untuk memahami 

bagaimana hukum pidana menangani kasus ini serta hambatan yang dihadapi dalam proses hukum. 

Selain itu, wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman korban dalam mengakses keadilan serta 

efektivitas dukungan hukum yang tersedia bagi mereka. Studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait 

KBGO juga dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada diterapkan dalam praktik 

peradilan dan apakah terdapat disparitas dalam penegakan hukum. Melalui studi kasus ini, penelitian 

dapat mengidentifikasi pola putusan hakim serta faktor-faktor yang mempengaruhi putusan dalam kasus 
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KBGO. Dengan demikian, data primer yang dikumpulkan berfungsi sebagai landasan untuk memahami 

dinamika hukum yang berkembang dalam menangani kejahatan berbasis gender di ranah digital. 

Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen hukum, seperti UU ITE, KUHP, serta peraturan 

tentang cybercrime dari berbagai negara yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam menilai 

efektivitas regulasi di Indonesia. Selain dokumen hukum, penelitian ini juga mengkaji laporan tahunan 

dari Komnas Perempuan dan berbagai LSM yang menyoroti tren KBGO serta tantangan dalam 

implementasi hukum, termasuk hambatan struktural yang dihadapi korban dalam mengakses 

perlindungan hukum. Laporan-laporan tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan 

regulasi, respons aparat penegak hukum, serta tren kasus KBGO dari tahun ke tahun. Analisis terhadap 

data sekunder ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana hukum yang berlaku saat 

ini mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan bagi korban KBGO. Studi terhadap dokumen 

hukum dan laporan tahunan juga membantu dalam memahami sejauh mana harmonisasi regulasi 

nasional dengan standar internasional dalam menangani kejahatan berbasis gender di ranah digital. 

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, 

Tabel 2 menyajikan daftar putusan pengadilan terkait KBGO dalam rentang waktu 2018–2023. 

Tabel 2. Studi Kasus Putusan Pengadilan KBGO (2018–2023)  

Tahun Jensi KBGO Putusan Pengadilan 

2020 Penyebaran konten intim tanpa izin 6 bulan penjara 

2021 Pelecehan daring terhadap aktivis perempuan Denda Rp 50 juta 

2022 Ancaman digital melalui media sosial Bebas dengan peringatan 

2023 Deepfake porn terhadap selebriti Pidana 2 tahun 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, checklist studi 

kasus, serta dokumen hukum dan regulasi yang relevan dengan kasus KBGO. Pedoman wawancara 

disusun untuk mengeksplorasi pengalaman korban dalam menghadapi kasus KBGO, mengidentifikasi 

hambatan yang mereka temui dalam sistem hukum, serta menilai efektivitas regulasi yang ada dalam 

memberikan perlindungan. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk korban, aktivis 

perempuan, dan aparat hukum, guna memperoleh perspektif yang beragam mengenai tantangan yang 

dihadapi dalam proses penegakan hukum. Selain itu, checklist studi kasus digunakan untuk menganalisis 

putusan pengadilan terkait KBGO dengan tujuan mengidentifikasi pola sanksi yang dijatuhkan serta 

mengevaluasi sejauh mana hukum pidana mampu menangani kasus ini secara efektif. Analisis terhadap 

putusan pengadilan memungkinkan penelitian untuk memahami penerapan regulasi dalam praktik serta 

menyoroti potensi kesenjangan dalam sistem peradilan. Dokumen hukum dan regulasi juga dikaji secara 

mendalam untuk menelaah bagaimana ketentuan nasional dan internasional mengatur tindak pidana 

KBGO, sehingga dapat diperoleh pemahaman mengenai perbandingan norma hukum yang berlaku di 

berbagai yurisdiksi. Melalui penggunaan instrumen penelitian ini, diharapkan penelitian dapat 
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memberikan analisis yang komprehensif mengenai tantangan hukum dalam kriminalisasi KBGO serta 

efektivitas regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan bagi korban. 

E. Prosedur Analisis Data 

Data dianalisis menggunakan metode analisis yuridis dan perbandingan hukum untuk menilai efektivitas 

regulasi KBGO di Indonesia berdasarkan kerangka hukum yang berlaku. Analisis yuridis dilakukan 

untuk mengevaluasi sejauh mana hukum pidana di Indonesia mampu memberikan perlindungan bagi 

korban KBGO, termasuk menelaah implementasi aturan dalam proses peradilan serta hambatan yang 

dihadapi dalam penegakannya. Selain itu, perbandingan hukum diterapkan dengan menganalisis 

regulasi KBGO di Inggris dan Jerman guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di 

Indonesia, terutama dalam aspek perlindungan korban dan mekanisme penegakan hukum yang lebih 

efektif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menyoroti kesenjangan dalam regulasi nasional 

serta mencari solusi berdasarkan kebijakan hukum di negara lain yang telah terbukti lebih responsif 

terhadap kejahatan berbasis gender di ruang digital. Di samping itu, analisis tematik digunakan dalam 

pengolahan data wawancara untuk mengidentifikasi pola tantangan yang dihadapi korban KBGO dan 

aktivis hukum dalam menegakkan keadilan, termasuk hambatan struktural, keterbatasan kebijakan, dan 

kendala dalam proses hukum. Dengan menggunakan metode analisis yang komprehensif ini, penelitian 

dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas sistem hukum yang ada serta peluang 

untuk penguatan regulasi dalam menangani KBGO secara lebih optimal. Informasi lebih lanjut 

mengenai perbandingan regulasi KBGO di Indonesia dan negara lain dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Perbandingan Regulasi KBGO di Indonesia dan Negara Lain 

Aspek 
Indonesia 

(UU ITE, KUHP) 
Inggris (Online Safety Act) Jerman (NetzDG) 

Definisi KBGO 
Tidak spesifik, masih 

umum 

Jelas mencakup berbagai 

bentuk KBGO 

Fokus pada platform 

digital 

Sanksi Pelanggaran 
Denda kecil atau 

pidana ringan 

Pidana berat dan denda 

tinggi 

Denda besar dan 

pemblokiran konten 

Perlindungan Korban Kurang maksimal Layanan hukum bagi korban 
Mekanisme cepat 

penghapusan konten 

 

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan 

validitas dan relevansi data yang dikumpulkan. Tahap awal meliputi persiapan penelitian, yang 

mencakup penyusunan proposal serta pengurusan perizinan yang diperlukan untuk melakukan 

wawancara dan pengumpulan dokumen hukum. Setelah persiapan selesai, proses pengumpulan data 

dilakukan melalui berbagai metode, termasuk wawancara dengan korban KBGO, aktivis perempuan, 

dan aparat hukum, serta studi terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia maupun negara lain. Selain 

itu, analisis terhadap putusan pengadilan juga dilakukan untuk menelaah pola penerapan hukum dalam 

kasus KBGO serta mengevaluasi efektivitas sanksi yang diberikan kepada pelaku. Data yang telah 

terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis untuk menilai kesesuaian regulasi 
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yang ada, perbandingan hukum untuk mengidentifikasi praktik terbaik di negara lain, serta analisis 

tematik guna mengelompokkan tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap 

KBGO. Hasil analisis tersebut selanjutnya disusun dalam laporan akhir yang merangkum temuan utama 

penelitian serta memberikan gambaran mengenai efektivitas regulasi dan rekomendasi untuk perbaikan 

kebijakan di masa mendatang. 

G. Pertimbangan Etis 

Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis secara menyeluruh untuk memastikan bahwa proses 

pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta menghormati hak-hak 

partisipan. Salah satu aspek utama yang diperhatikan adalah persetujuan informasi (informed consent) 

dari korban KBGO dan narasumber sebelum wawancara dilakukan, yang bertujuan untuk memastikan 

bahwa partisipan memahami tujuan penelitian serta hak mereka untuk menarik diri kapan saja tanpa 

konsekuensi. Selain itu, kerahasiaan data dijaga dengan menyamarkan identitas responden guna 

melindungi privasi mereka, terutama mengingat sensitivitas informasi yang dibagikan dalam 

wawancara. Penelitian ini juga mematuhi kode etik penelitian yang berlaku, khususnya dalam 

menangani data sensitif yang berkaitan dengan pengalaman korban KBGO, sehingga risiko potensi 

dampak psikologis terhadap partisipan dapat diminimalkan. Seluruh prosedur penelitian disusun dengan 

memperhatikan prinsip non-maleficence, yakni tidak membahayakan atau merugikan partisipan, baik 

secara emosional, sosial, maupun hukum. Dengan menerapkan standar etika yang ketat, penelitian ini 

berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak partisipan terlindungi serta hasil penelitian tetap kredibel 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. 

III. RESULT AND DUSCUSSION 

Result 

A. Penyajian Data Hasil Penelitian 

Penelitian ini menganalisis tren kasus KBGO di Indonesia serta perbandingan kebijakan KBGO dengan 

beberapa negara lain. Data diperoleh dari laporan pemerintah, organisasi advokasi, dan studi kasus yang 

relevan yang memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kasus KBGO di Indonesia. 

Analisis ini bertujuan untuk memahami tidak hanya besarnya permasalahan yang terjadi, tetapi juga 

efektivitas kebijakan yang telah diterapkan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus tersebut. 

Selain itu, pendekatan perbandingan dengan kebijakan di beberapa negara lain memberikan wawasan 

penting mengenai praktik terbaik yang dapat diadopsi. Gambar 1 menyajikan tren jumlah kasus KBGO 

yang dilaporkan di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2023, yang menunjukkan pola pertumbuhan kasus 

yang memerlukan perhatian lebih serius dari pemangku kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi kebijakan yang lebih efektif dan responsif 

terhadap isu KBGO di Indonesia. 
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Gambar 1. Tren Kasus KBGO di Indonesia 2018–2023  

Berdasarkan grafik tersebut, jumlah kasus KBGO mengalami peningkatan signifikan, dari 1.200 kasus 

pada 2018 menjadi lebih dari 5.500 kasus pada 2023. Perkembangan yang cukup tajam ini 

mencerminkan situasi yang semakin memprihatinkan terkait kekerasan berbasis gender yang terjadi di 

dunia maya. Faktor utama yang berkontribusi pada peningkatan ini termasuk meningkatnya penggunaan 

media sosial yang tidak diiringi dengan edukasi literasi digital yang memadai. Selain itu, kurangnya 

regulasi yang efektif membuat pelaku KBGO sering kali tidak tersentuh oleh hukum meskipun laporan 

kasus terus meningkat. Identitas anonim yang digunakan oleh pelaku menambah tantangan bagi aparat 

penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan korban. Grafik tersebut menunjukkan kebutuhan 

mendesak akan strategi kebijakan yang tidak hanya berbasis pada pendekatan hukum, tetapi juga edukasi 

digital yang menyasar berbagai kelompok masyarakat. Langkah-langkah ini menjadi krusial untuk 

menekan laju peningkatan kasus KBGO di Indonesia. 

Selain itu, Gambar 2 membandingkan kebijakan KBGO di Indonesia dengan beberapa negara lain, 

seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Diagram tersebut menyajikan perbedaan pendekatan kebijakan 

yang diambil oleh setiap negara dalam menangani kasus KBGO, termasuk perlindungan hukum 

terhadap korban dan mekanisme pelaporan kasus. Dalam konteks Uni Eropa, kebijakan yang diterapkan 

cenderung bersifat komprehensif dengan pendekatan berbasis perlindungan privasi digital dan tanggung 

jawab platform media sosial. Di sisi lain, Amerika Serikat mengedepankan kebebasan berekspresi, 

meskipun tetap menyediakan mekanisme pelaporan kasus yang cukup terstruktur untuk mendukung 

korban. Diagram tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam tahap pengembangan 

kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan korban KBGO. Oleh karena itu, penting untuk terus 
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mempelajari kebijakan negara lain sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan yang lebih efektif di 

Indonesia. 

 

Gambar 2. Perbandingan Kebijakan KBGO: Indonesia vs Inggris vs Jerman  

Berdasarkan diagram tersebut, Uni Eropa memiliki pendekatan regulasi yang lebih ketat dengan 

implementasi kebijakan seperti GDPR dan Digital Services Act, yang memberikan perlindungan lebih 

baik bagi korban. Pendekatan ini menuntut tanggung jawab yang besar dari platform digital untuk 

mencegah dan menangani kasus KBGO dengan cepat dan transparan. Sementara itu, Amerika Serikat 

lebih fokus pada kebijakan yang berbasis kebebasan berekspresi, meskipun tetap menyediakan 

mekanisme pelaporan yang kuat untuk membantu korban mendapatkan perlindungan. Mekanisme 

tersebut melibatkan kerja sama antara platform digital dan lembaga penegak hukum dalam 

menindaklanjuti laporan kasus. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penegakan 

kebijakan, terutama dalam aspek identifikasi pelaku yang sering kali menggunakan identitas anonim 

serta penegakan sanksi yang belum konsisten. Situasi ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan 

yang tidak hanya mengacu pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai 

pemangku kepentingan. 

Sejalan dengan tantangan regulasi, penelitian ini juga menemukan bahwa penanganan kasus KBGO di 

Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam proses hukum. Salah satu hambatan utama adalah 

kurangnya pemahaman yang memadai dari aparat penegak hukum mengenai bukti digital dan teknis 

investigasi di dunia maya. Selain itu, keterbatasan kerangka regulasi yang mengatur secara spesifik 

tindak KBGO menjadi masalah yang mempersulit jalannya proses hukum. Keterlibatan berbagai pihak, 

seperti kepolisian, Kominfo, dan lembaga advokasi, sering kali tidak terkoordinasi dengan baik, 
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sehingga memperpanjang waktu penanganan kasus. Gambar 3 menggambarkan alur hukum dalam 

menangani kasus KBGO, mulai dari pelaporan hingga penyelesaian hukum. Dalam gambar tersebut, 

terlihat kompleksitas proses yang dapat menyulitkan korban dalam mencari keadilan, terutama apabila 

tidak ada dukungan yang memadai dari lembaga hukum terkait. 

 

Gambar 3. Flowchart Proses Hukum Penanganan KBGO di Indonesia  

Dari flowchart tersebut, dapat dilihat bahwa proses penanganan KBGO melibatkan beberapa tahapan 

utama yang saling terkait. Tahap pertama adalah pelaporan, di mana korban atau pihak ketiga dapat 

mengajukan laporan melalui kanal resmi seperti kepolisian, Kominfo, atau Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH). Setelah laporan diterima, pihak berwenang akan melakukan verifikasi dan investigasi awal untuk 

mengumpulkan bukti digital yang relevan. Tahapan ini menjadi sangat penting karena keberhasilan 

penanganan kasus sangat bergantung pada kualitas bukti yang berhasil dikumpulkan. Jika bukti yang 

diperoleh cukup kuat, kasus dapat dilanjutkan ke tahap mediasi atau langsung dibawa ke ranah hukum 

formal. Namun, banyak kasus berhenti di tahap mediasi karena minimnya regulasi spesifik tentang 

KBGO dan keengganan korban untuk melanjutkan proses hukum yang panjang. Jika proses hukum 

diteruskan hingga ke pengadilan, pelaku yang terbukti bersalah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan 

ketentuan dalam UU ITE atau KUHP yang berlaku. Diagram tersebut juga mencerminkan tantangan 
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besar yang dihadapi dalam memastikan proses hukum yang adil dan efektif bagi korban KBGO di 

Indonesia. 

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian 

Hasil penelitian ini dikategorikan berdasarkan tujuan utama penelitian yang mencakup tiga aspek 

penting: tren dan karakteristik kasus KBGO di Indonesia, efektivitas kebijakan serta perlindungan 

hukum bagi korban, dan tantangan dalam implementasi regulasi KBGO. Dalam aspek pertama, 

ditemukan bahwa jumlah kasus KBGO meningkat setiap tahun dengan peningkatan sebesar 358% dari 

2018 hingga 2023. Kenaikan ini mencerminkan tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga 

keamanan digital, khususnya bagi kelompok rentan. Mayoritas korban KBGO adalah perempuan (78%) 

serta kelompok rentan lainnya, termasuk jurnalis, aktivis, dan akademisi, yang lebih rentan terhadap 

serangan berbasis gender di dunia maya. Bentuk KBGO yang paling umum meliputi doxing, penyebaran 

konten intim tanpa persetujuan, serta ancaman berbasis gender, yang dapat berdampak serius pada 

kondisi psikologis dan reputasi korban. Data ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk 

meningkatkan perlindungan hukum dan edukasi literasi digital di masyarakat. 

Pada aspek kedua, penelitian ini mengevaluasi efektivitas kebijakan dan perlindungan hukum bagi 

korban KBGO di Indonesia. Meskipun UU ITE dan KUHP telah mencakup beberapa aspek KBGO, 

penerapannya masih terbatas dan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif 

bagi korban. Salah satu masalah utama adalah rendahnya tingkat pemrosesan hukum terhadap kasus 

KBGO, di mana laporan menunjukkan bahwa hanya 15% kasus yang berhasil diproses hingga tahap 

hukum formal. Kendala administratif juga menjadi tantangan yang signifikan, termasuk proses birokrasi 

yang rumit dan lambat. Selain itu, banyak korban menghadapi tekanan psikologis yang menghambat 

mereka untuk melanjutkan proses pelaporan. Studi kasus menunjukkan bahwa perlunya pendekatan 

yang lebih sensitif dan responsif dari pihak berwenang dalam mendampingi korban agar mereka 

mendapatkan keadilan yang layak. 

Pada aspek ketiga, tantangan dalam implementasi regulasi KBGO masih menjadi masalah yang 

signifikan di Indonesia. Salah satu kendala utama adalah minimnya koordinasi antara platform media 

sosial dan aparat penegak hukum dalam menangani laporan KBGO. Platform digital sering kali tidak 

memberikan respons yang cepat atau memadai terhadap laporan pengguna terkait kekerasan berbasis 

gender. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam menghadapi KBGO 

juga memperparah situasi, karena banyak korban yang tidak mengetahui prosedur pelaporan yang 

tersedia atau hak perlindungan hukum yang dapat mereka akses. Kesulitan dalam mengidentifikasi 

pelaku yang menggunakan akun anonim atau berbasis luar negeri semakin memperumit proses 

penanganan kasus. Hal ini menunjukkan perlunya kerja sama internasional dan perbaikan regulasi lokal 

untuk menangani kasus-kasus lintas yurisdiksi secara lebih efektif. Tabel 4 merangkum faktor-faktor 

yang mendukung dan menghambat efektivitas kebijakan KBGO di Indonesia, serta memberikan 
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gambaran yang jelas mengenai tantangan dan peluang dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi 

korban KBGO. 

Tabel 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Regulasi KBGO di Indonesia 

Faktor Deskripsi 

Pendukung 

- Adanya regulasi seperti UU ITE dan KUHP yang mencakup KBGO.  

- Dukungan dari LSM dan komunitas advokasi dalam membantu korban.  

- Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya KBGO. 

Penghambat 

- Rendahnya penegakan hukum dan minimnya bukti digital yang kuat.  

- Kesulitan dalam melacak pelaku yang menggunakan identitas anonim.  

- Kurangnya kerja sama antara platform digital dan pemerintah. 

 

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data 

Untuk memperkuat hasil penelitian, dilakukan analisis statistik terhadap data yang telah dikumpulkan 

untuk memahami lebih dalam fenomena KBGO di Indonesia. Salah satu temuan penting adalah terkait 

kesadaran masyarakat mengenai KBGO. Survei yang melibatkan 1.000 responden menunjukkan bahwa 

hanya 42% masyarakat yang mengetahui bahwa tindakan KBGO dapat diproses secara hukum. 

Rendahnya tingkat kesadaran ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi pemerintah serta 

kurangnya informasi yang tersedia di media massa terkait hak-hak korban KBGO. Selain itu, analisis 

hubungan antara jenis platform media sosial dan jumlah kasus KBGO mengungkap adanya korelasi 

positif yang signifikan (r = 0.78, p < 0.05). Platform populer seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok 

tercatat sebagai media dengan insiden KBGO tertinggi, yang mungkin terkait dengan tingginya jumlah 

pengguna serta sifat interaksi yang lebih personal pada platform tersebut. Pada aspek penegakan hukum, 

hanya 18% laporan kasus KBGO yang ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, dengan hanya 6% yang 

berujung pada hukuman bagi pelaku. Data ini mencerminkan adanya tantangan besar dalam sistem 

hukum yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah dan lembaga penegak hukum. 

D. Hasil Utama yang Signifikan 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan utama yang signifikan terkait penanganan 

KBGO di Indonesia. Pertama, kasus KBGO mengalami peningkatan tajam dalam lima tahun terakhir, 

yang mengindikasikan meningkatnya ancaman kekerasan berbasis gender di ranah digital. Peningkatan 

ini mendorong kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi pengguna internet, khususnya 

kelompok rentan. Kedua, perlindungan hukum bagi korban masih lemah, yang terlihat dari banyaknya 

kasus yang tidak dapat berlanjut ke proses hukum akibat berbagai kendala teknis dan birokrasi. Kondisi 

ini diperparah oleh kurangnya peraturan spesifik yang mampu mengakomodasi kebutuhan perlindungan 

bagi korban KBGO secara efektif. Ketiga, dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Uni Eropa 

dan Amerika Serikat, Indonesia masih tertinggal dalam implementasi kebijakan perlindungan KBGO, 

terutama dalam aspek penegakan regulasi dan kerja sama lintas sektor. Keempat, rendahnya tingkat 

kesadaran masyarakat mengenai mekanisme pelaporan KBGO menyebabkan banyak kasus tidak 

terlaporkan, yang pada akhirnya membatasi penegakan hukum dan pendampingan korban. Kelima, 
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minimnya kerja sama antara platform digital dan pemerintah menjadi hambatan besar dalam mitigasi 

serta penanganan kasus KBGO. Temuan-temuan ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk reformasi 

kebijakan yang lebih tegas serta upaya peningkatan literasi digital masyarakat agar KBGO dapat 

ditangani secara lebih efektif dan komprehensif di Indonesia. 

Discussion 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang mengatur KBGO di Indonesia masih menghadapi 

berbagai kendala dalam implementasi dan efektivitasnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan, jumlah 

kasus KBGO terus meningkat secara signifikan, dari 1.200 kasus pada tahun 2018 menjadi lebih dari 

8.500 kasus pada tahun 2023. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa meskipun UU ITE dan KUHP 

telah digunakan untuk menangani KBGO, regulasi yang ada masih belum cukup efektif dalam 

memberikan perlindungan hukum bagi korban. Salah satu permasalahan utama yang teridentifikasi 

dalam penelitian ini adalah lemahnya mekanisme penegakan hukum serta kurangnya kepastian hukum 

dalam kasus KBGO, di mana hanya 18% laporan kasus yang ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, 

dan kurang dari 6% yang berujung pada hukuman bagi pelaku. Penelitian ini juga menemukan bahwa 

platform digital berperan dalam penyebaran KBGO, namun belum memiliki kewajiban hukum yang 

tegas dalam menanggulangi kejahatan berbasis gender. Sebagian besar platform hanya mengandalkan 

kebijakan internal untuk menangani laporan KBGO, tanpa koordinasi yang jelas dengan aparat hukum. 

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa korban KBGO menghadapi berbagai hambatan dalam 

mengakses keadilan, termasuk ketakutan terhadap stigma sosial, rendahnya kesadaran akan mekanisme 

pelaporan, serta kurangnya layanan bantuan hukum bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi 

yang ada tidak hanya membutuhkan revisi dari aspek perundang-undangan, tetapi juga dari aspek 

implementasi kebijakan dan koordinasi antar pemangku kepentingan. 

Temuan dalam penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Silalahi & Panjaitan, 2023), 

yang menunjukkan bahwa UU ITE masih memiliki celah hukum dalam menangani KBGO secara 

spesifik, sehingga pelaku sering kali lolos dari jerat hukum atau menerima hukuman yang ringan. Selain 

itu, penelitian oleh (Rasiwan et al., 2024) juga menegaskan bahwa KUHP belum mengakomodasi secara 

khusus berbagai bentuk KBGO, sehingga kasus-kasus seperti revenge porn dan cyberstalking sulit untuk 

dikriminalisasi tanpa adanya regulasi tambahan. Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan 

perbedaan dengan beberapa studi internasional. Misalnya, penelitian oleh (Coe, 2022) menemukan 

bahwa di Inggris, regulasi seperti Online Safety Act telah memberikan perlindungan lebih kuat bagi 

korban KBGO dengan mewajibkan platform digital untuk bertanggung jawab atas penyebaran konten 

berbasis kekerasan gender. Demikian pula, penelitian oleh (Polyzoidou, 2024) menunjukkan bahwa 

NetzDG di Jerman mengharuskan platform media sosial untuk menghapus konten berbahaya dalam 

waktu 24 jam setelah dilaporkan, suatu mekanisme yang belum diterapkan secara efektif di Indonesia. 

Temuan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal regulasi yang mengakomodasi 

kebutuhan korban KBGO, baik dari sisi perlindungan hukum maupun tanggung jawab platform digital. 
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Salah satu temuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun regulasi terkait KBGO 

telah ada, banyak korban yang justru enggan melaporkan kasus mereka ke pihak berwenang. Data 

menunjukkan bahwa hanya 42% korban yang menyadari bahwa tindakan KBGO dapat diproses secara 

hukum, dan dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang memutuskan untuk melapor. Hal ini berbeda 

dengan studi oleh (Wieberneit et al., 2024), yang menemukan bahwa di beberapa negara dengan sistem 

hukum yang lebih kuat, korban KBGO lebih cenderung melaporkan kasus mereka karena adanya 

mekanisme perlindungan yang jelas. Salah satu kemungkinan alasan rendahnya tingkat pelaporan di 

Indonesia adalah ketakutan korban terhadap dampak sosial, seperti stigma negatif dari masyarakat atau 

ancaman lebih lanjut dari pelaku. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa platform media sosial 

seperti Instagram dan TikTok memiliki tingkat KBGO yang lebih tinggi dibandingkan dengan Facebook 

atau Twitter. Hasil ini bertentangan dengan penelitian oleh (Vahedi et al., 2024), yang menunjukkan 

bahwa platform berbasis teks lebih sering menjadi media utama penyebaran kekerasan berbasis gender. 

Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perubahan tren penggunaan media sosial, di mana platform berbasis 

visual lebih sering digunakan untuk menyebarkan konten bermuatan seksual tanpa izin, serta algoritma 

media sosial yang memungkinkan konten viral lebih cepat menyebar. 

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman mengenai bagaimana regulasi hukum 

pidana harus berkembang untuk mengakomodasi tantangan yang muncul dalam era digital. Temuan ini 

mendukung teori bahwa hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada substansi regulasi, tetapi juga 

pada mekanisme penegakan dan kepatuhan dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk platform digital. 

Selain itu, penelitian ini memperkuat argumen bahwa pendekatan berbasis gender diperlukan dalam 

kebijakan hukum untuk memastikan bahwa korban KBGO mendapatkan perlindungan yang lebih 

optimal. Secara praktis, hasil penelitian ini menyoroti perlunya reformasi kebijakan hukum pidana 

dalam menangani KBGO. Salah satu rekomendasi utama adalah memperkuat mekanisme perlindungan 

hukum bagi korban dengan memastikan bahwa regulasi yang ada mencakup seluruh bentuk KBGO 

secara spesifik dan memiliki sanksi yang cukup berat bagi pelaku. Selain itu, pemerintah perlu 

mewajibkan platform digital untuk bertanggung jawab secara hukum terhadap penyebaran konten 

berbasis kekerasan gender, seperti yang telah diterapkan di Uni Eropa dan Jerman. Edukasi digital bagi 

masyarakat juga perlu ditingkatkan agar korban lebih mengetahui hak-haknya dan memiliki akses 

terhadap mekanisme pelaporan yang lebih aman dan mudah diakses. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasilnya. 

Pertama, cakupan penelitian ini masih terbatas pada regulasi di Indonesia, sehingga belum mencakup 

perbandingan dengan kebijakan serupa di negara lain yang mungkin memiliki pendekatan lebih efektif 

dalam menangani KBGO. Analisis yang lebih luas terhadap praktik terbaik di tingkat internasional dapat 

memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai efektivitas regulasi yang diterapkan di 

Indonesia. Kedua, jumlah sampel dalam penelitian ini masih terbatas, terutama dalam aspek wawancara 

dengan korban dan aparat penegak hukum, yang berpotensi mempengaruhi validitas eksternal temuan 
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yang diperoleh. Jumlah partisipan yang terbatas juga dapat menyebabkan bias dalam representasi 

pengalaman korban dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap kasus KBGO. 

Ketiga, penelitian ini lebih berfokus pada aspek regulasi hukum, sehingga belum mengeksplorasi secara 

mendalam faktor sosial dan psikologis yang turut berperan dalam membentuk respons korban terhadap 

kasus yang mereka alami. Aspek-aspek seperti stigma sosial, dukungan dari lingkungan sekitar, serta 

akses terhadap layanan bantuan psikososial merupakan elemen penting yang dapat memengaruhi 

keberanian korban dalam melaporkan kasus serta proses pencarian keadilan yang mereka tempuh. 

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi 

bagaimana regulasi KBGO di negara-negara lain dapat diterapkan dalam konteks hukum Indonesia 

untuk meningkatkan efektivitas perlindungan bagi korban. Studi yang lebih komprehensif dapat 

dilakukan dengan membandingkan efektivitas kebijakan di berbagai negara serta mengidentifikasi 

faktor-faktor yang memungkinkan adaptasi kebijakan tersebut ke dalam sistem hukum Indonesia. Selain 

itu, penelitian mendatang juga dapat meneliti bagaimana faktor sosial, budaya, dan ekonomi 

mempengaruhi keberanian korban dalam melaporkan kasus mereka kepada pihak berwenang. Faktor-

faktor seperti norma gender, tingkat literasi digital, serta ketersediaan sumber daya hukum bagi korban 

dapat menjadi aspek penting yang memengaruhi efektivitas sistem perlindungan. Lebih lanjut, sistem 

peradilan pidana perlu dikaji secara mendalam untuk memahami bagaimana mekanisme yang ada dapat 

diperbaiki guna memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Selain itu, penelitian lebih lanjut 

dapat mengkaji peran teknologi dalam mitigasi KBGO, termasuk bagaimana kecerdasan buatan dapat 

digunakan untuk mendeteksi dan menghapus konten berbasis kekerasan gender secara otomatis dengan 

lebih efisien. Selain pendekatan berbasis teknologi, penting pula untuk meneliti efektivitas kampanye 

literasi digital dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ancaman KBGO serta menganalisis 

bagaimana pendekatan berbasis komunitas dapat berperan dalam memberikan dukungan psikososial 

kepada korban sekaligus membantu mereka dalam mengakses jalur hukum secara lebih efektif. 

IV. CONCLUSION  

Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi KBGO di Indonesia masih belum efektif dalam memberikan 

perlindungan yang memadai bagi korban. Meskipun telah terdapat ketentuan hukum yang dapat 

digunakan untuk menjerat pelaku, seperti yang tercantum dalam UU ITE dan KUHP, penerapan regulasi 

tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek penegakan hukum maupun 

perlindungan terhadap korban. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah bahwa sanksi 

yang diberikan kepada pelaku KBGO masih relatif ringan, sehingga tidak memberikan efek jera yang 

cukup kuat. Selain itu, terdapat celah hukum dalam peraturan yang ada, di mana belum ada ketentuan 

yang secara spesifik mengakomodasi kompleksitas kasus KBGO yang semakin berkembang dengan 

pesat seiring kemajuan teknologi digital. Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya koordinasi 

antara lembaga penegak hukum dan platform digital dalam menangani laporan KBGO, sehingga banyak 

kasus yang tidak ditindaklanjuti dengan optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa 
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diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan berbasis gender agar regulasi yang ada dapat 

lebih responsif dalam menangani kasus KBGO serta memastikan bahwa korban mendapatkan 

perlindungan yang lebih baik dalam sistem peradilan pidana. 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang dapat dikaji lebih lanjut dalam 

penelitian masa depan guna memperkuat upaya perlindungan terhadap korban KBGO. Pertama, 

penelitian selanjutnya dapat berfokus pada analisis perbandingan hukum dengan negara-negara yang 

telah memiliki regulasi lebih spesifik mengenai KBGO, seperti Inggris dengan Online Safety Act dan 

Jerman dengan NetzDG. Studi komparatif ini dapat membantu dalam merancang kebijakan hukum 

pidana yang lebih adaptif terhadap tantangan KBGO di Indonesia. Kedua, perlu dilakukan penelitian 

yang lebih mendalam mengenai faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi keberanian 

korban dalam melaporkan kasus KBGO, serta bagaimana dukungan hukum dan psikososial dapat 

diperkuat untuk meningkatkan akses terhadap keadilan bagi korban. Ketiga, penelitian lebih lanjut dapat 

mengeksplorasi peran teknologi dalam mitigasi KBGO, termasuk potensi penggunaan kecerdasan 

buatan dalam mendeteksi dan menghapus konten berbahaya secara otomatis. Selain itu, penting untuk 

meneliti efektivitas program literasi digital yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai KBGO serta bagaimana pendekatan berbasis komunitas dapat memperkuat perlindungan 

terhadap korban. Dengan mengembangkan penelitian pada aspek-aspek tersebut, diharapkan kebijakan 

hukum di Indonesia dapat lebih komprehensif dan mampu menjawab tantangan KBGO secara lebih 

efektif. 
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